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ABSTRAK  
 
Sholihah, Isna Auliyati. Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta 
Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw). Skripsi. Tegal: Program Studi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Akta nikah yang diterbitkan masing-masing pasangan suami istri mendapatkan 
legalitas dan perlindungan serta ada jaminan kepastian hukum, termasuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul kemudian hari dari perkawinannya 
itu. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat masih sering terjadi kesalahan dalam 
penulisan pencatatan akta nikah baik salah huruf dalam nama, tanggal lahir, tahun lahir 
atau salah total dalam prosedurnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) tinjauan hukum terhadap perubahan 
biodata dalam Akta Nikah, 2) mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri Slawi dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan 
pendekatan penelitian normatif. Sumber datanya yaitu data sekunder dengan metode 
pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Data yang diperoleh dianalisis 
secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Perkara perubahan nama merupakan 
kompetensi atau kewengan absolute Pengadilan Negeri, bukan kompetensi atau 
kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Perturan Menteri 
Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam Pasal 34 
ayat (1) yang sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan. 2) Penetapan pemberian izin Pemohon untuk mengubah 
nama dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/68/XII/1987 yang semula tertulis 
Khotimah menjadi Khusnul Khotimah untuk keperluan Pemohon untuk mengurus 
paspor guna kepentingan haji, sudah beralaskan hukum sehingga sudah benar majelis 
hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan 
Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987 yang semula tertulis Khotimah menjadi Khusnul 
Khotimah dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan 
yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
Adapun dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam menetapkan 
perkara perubahan biodata dalam akta nikah tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 48 
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 
tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edsisi 2007 Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Pencatatan Perkawinan. 
 
Kata Kunci: Hukum, Perubahan Biodata, dan Akta Nikah. 
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ABSTRACT 
 
Sholihah, Isna Auliyati. Legal Review of Biodata Changes in Marriage Deed 
(Determination Study Number 55/Pdt.P/2019/PN.Slw). Skripsi. Tegal: Law Faculty 
Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
The marriage certificate issued by each husband and wife gets legality and 
protection and there is a guarantee of legal certainty, including providing legal 
protection against the consequences that arise later on from the marriage. However, in 
reality in society there are still often mistakes in writing the marriage certificate either 
in the wrong name, date of birth, year of birth or total wrong in the procedure. 
The purpose of this study is to: 1) legal review of changes in biodata in the 
Marriage Certificate, 2) examine the legal basis for the consideration of Slawi District 
Court judges in determining cases of biodata change in marriage certificate Number 55 
/ Pdt.P / 2019 / PN.Slw. This type of research is library research with normative research 
approaches. The data source is secondary data with the method of collecting literature 
and document study data. The data obtained were analyzed normatively qualitatively. 
The results of the study concluded that 1) Case change in name is an absolute 
competence or authority of the District Court, not absolute competence or authority of 
the Religious Court. This is based on the Regulation of the Minister of Religion Number 
19 of 2018 concerning Marriage Registration, wherein in Article 34 paragraph (1) which 
is in line with Article 52 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 as amended by Law 
Number 24 of 2013 regarding Population Administration. 2) Determination of the 
granting of the applicant's permission to change the name in the Marriage Certificate 
Quotation Number: 425/68 / XII / 1987 which was originally written Khotimah became 
Khusnul Khotimah for the applicant's need to take care of the passport in the interest of 
the Hajj, it was legal that the judges granted permission to give permission to The 
Petitioner to change the Petitioner's name in Quotation of Marriage Certificate Number 
425/68 / XII / 1987 which was originally written as Khotimah became Khusnul 
Khotimah and instructed the Petitioner to report a copy of this legal determination to 
the Office of Religious Affairs in Talang District, Tegal Regency. The legal basis for 
the consideration of Slawi District Court judges in determining the case for changes in 
biodata in the marriage certificate, namely Law Number 48 of 2009 concerning Judicial 
Power, Law Number 49 of 2009 concerning General Justice, Provisions for Guidelines 
for the Implementation of Duties and Administration of Courts in Four Judicial 
Environment Book II 2007 Issue of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, 
Article 34 paragraph (1) Regulation of the Minister of Religion Number 19 of 2018 
concerning Marriage Registration. 
 
Keywords: Law, Biodata Change, and Marriage Certificate. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Manusia diciptakan Tuhan tidak seperti makhluk lainnya hidup bebas 
mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dengan perempuan secara 
bebas, tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka 
dari itu Tuhan adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Islam telah memberikan 
penghormatan yang suci kepada niat dan ikhtiar untuk menikah, karena menikah 
merupakan sunnah yang diagungkan oleh Allah. 
Pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Penikahan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika 
dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. Dari segi hukum, 
perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum.1 
Pernikahan dalam pandangan shara’ itu diperintahkan, diperbolehkan, dan 
terkadang diharuskan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, mendirikan 
sebuah keluarga, dan untuk melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat.2 
Mengingat di Indonesia negara hukum dengan adanya negara hukum maka sebagai 
                                                  
1 Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004, hlm. 81. 
2 Zuhaily, Muhammad, Fiqih Munakahat, Terjemahan: Muhammad Kholison, Surabaya: 
Imtiyaz, 2013, hlm. 16-17. 
 2 
warga negara berusaha tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 
(2) berbunyi bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.3 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah 
diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 April 1975 dan Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) berbunyi bahwa ”Agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.4 Hal ini 
dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan nantinya akan berpengaruh pada 
kekuatan hukum dari akad yang telah dilangsungkan, sehingga martabat dan 
kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari akibat-akibat 
buruk nantinya akan menghambat masyarakat. 
Sebelum perkawinan berlangsung, maka ada prosedur-prosedur yang harus 
dilalui, salah satunya yaitu mengumumkan kehendak pernikahan kemudian 
mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah yang berada di 
KUA (Kantor Urusan Agama) bagi Islam, dan di KCS (Kantor Catatan Sipil) bagi 
non-Islam. Pernikahan dalam ruang lingkup yang lebih besar, merupakan proses 
awal pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut 
nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses 
                                                  
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara. 2016, hlm. 2. 
4 Ibid., hlm. 324. 
 3 
perkawinan. Oleh karena itu, setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan 
sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. 
Salah satu pentertiban perkawinan ini adalah dengan pencatatan perkawinan oleh 
pejabat yang berwenang. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan 
Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah 
yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. 
Selanjutnya dalam KHI Pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan, yang tidak dilakukan di 
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan tidak memiliki 
kekuatan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan 
peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai 
pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dengan tata cara (proses) pencatatan 
yang dimulai dengan: (i) Pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, (ii) 
Pelaksanaan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang 
saksi, kemudian (iii) Penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai 
Pencatat dan Wali. Penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan 
telah selesai.5 
Penjelasan Umum Angka 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan 
perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
                                                  
5 Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum 
Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2009), hlm. 335-336. 
 4 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. 
Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan itu akan 
dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja 
sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut 
disebabkan suatu alasan yang penting dan dapat diberikan oleh Camat atas nama 
Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau 
tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Hal ini diatur dalam Pasal 
1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 
pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau 
keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Surat 
persetujuan dan keterangan asal usul. Syarat-syarat formil yang telah terpenuhi dan 
tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon 
mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka sesudah akad nikah 
dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-istri) menandatangani akta perkawinan 
yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan penandatanganan akta 
perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-
masing pasangan suami istri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku 
Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan. 
Akta nikah yang telah diterbitkan yang masing-masing pasangan suami istri 
mendapatkan buku nikah, sehingga dengan buku nikah/ akta nikah tersebut 
 5 
perkawinan telah mendapatkan legalitas dan perlindungan serta ada jaminan 
kepastian hukum, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang 
timbul kemudian hari dari perkawinannya itu, seperti hak dan kewajiban antara 
suami dan istri secara timbal balik, harta bersama (gono-gini), status anak, dan 
sebagainya. Meskipun akta perkawinan ditempatkan sebagai syarat administratif 
tapi, dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan 
berpengaruh pada sisi lain kehidupannya, terutama dalam konteks kehidupan 
bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya 
jika memiliki suatu urusan mengenai masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, 
mendaftarkan anak sekolah, akta kelahiran anak. Maka dari itu akta perkawinan 
merupakan syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.6 
Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat masih sering terjadi 
kesalahan dalam penulisan pencatatan akta nikah baik salah huruf dalam nama, 
tanggal lahir, tahun lahir atau salah total dalam prosedurnya. Sehingga sampai 
proses pengajuan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan 
hal tersebut, dikemudian hari nantinya akan menimbulkan berbagai permasalahan 
baru lebih rumit lagi dapat berhadapan dengan hukum ketika terjadi kesalahan 
penulisan dalam akta nikah tersebut maupun kependudukan bila tidak dilakukan 
perubahan. Sehingga dapat menghambat dalam mengurusi berbagai data 
kependudukan lain.  
Jika dalam akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan 
                                                  
6 Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI), Jakarta: Kencana, 2006, 
hlm. 136-137. 
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oleh pejabat pembuat akta nikah, sehingga dengan kesalahan penulisan dapat 
menghambat seseorang dalam mengurusi urusan penting berhubungan dengan 
kenegaraan, maka kesalahan penulisan dalam akta nikah dapat dimohonkan agar 
disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam surat berharga lainnya seperti 
ijazah, akta kelahiran, KTP, dan KK, yang dimiliki oleh yang bersangkutan 
(Pemohon). Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 
Tahun 2004 tentang pencatatan nikah, yang berbunyi “Daftar akta dan buku tidak 
boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan pengadilan”. 
Perkara Nomor 55/Pdt. P/2019/ PN.Slw salah satu contoh kasus kesalahan 
penulisan yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta nikah. Pemohon bernama 
Khusnul Khotimah, Perempuan, lahir di Tegal 23 Agustus 1965 usia 54 tahun, 
Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wangandawa Rt. 10 Rw. 003, Kecamatan 
Talang, Kabupaten Tegal. Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama 
Tarjono sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No. 425/68/XIII/1987 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 
padatanggal 21 Desember 1987. Ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon 
tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis Khotimah, sedangkan dalam 
Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, 
Akta Kelahiran tertulis Khusnul Khotimah. Pemohon berkeinginan untuk merubah 
nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan alasan nama Pemohon 
pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran. Adapun nama yang 
dimaksud Pemohon yaitu Khusnul Khotimah. 
Adanya masyarakat belum begitu paham mengenai data kependudukan 
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mereka begitu pentingnya biodata dalam akta nikah nanti akan berakibat cukup lama 
setelah mempunyai anak ketika sudah dewasa akan mencari pekerjaan maupun 
administrasi kependudukannya. Mengingat adanya kekeliruan di dalam pencatatan 
nikah serta pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Slawi, untuk merubah biodata 
maka tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik akan meneliti permasalahan 
terdapat beberapa perkara dalam perubahan biodata yang diajukan di Pengadilan 
Negeri Slawi mengenai kesalahan dalam pencatatan akta nikah di pencatat KUA 
dengan menetapkan judul ”Tinjauan Hukum terhadap Perubahan Biodata dalam 
Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap perubahan biodata dalam Akta Nikah? 
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam 
menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitiaan ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap perubahan biodata dalam Akta Nikah. 
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2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Slawi 
dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah 
pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perubahan biodata dalam akta 
nikah. Hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi atau pembanding 
penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sama. 
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
terhadap hakim di dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait 
permohonan perubahan biodata dalam akta nikah, serta sebagai wawasan 
pengetahuan untuk pembaca atau masyarakat terkait dengan permohonan 
biodata pada akta nikah.  
E. Tinjauan Pustaka  
Sri Suwarni (2010) Kajian tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau 
dari Perspektif Uu No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di 
Kabupaten Bantul. Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 1, Juni 2010. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Materi 
 9 
penelitian ini mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
dalam pelaksanaan pencatatan sipil, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengahadapai kendala-kendala 
pelaksanaan pencatatan sipil. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianaisis 
secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan 
pencatatan sipil di Daerah Kabupaten Bantul yang pada tanggal 5 Mei 2008 
ditetapkan peraturan daerah sebagai acuan diberlakukannya undang-undang 
tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kemudin pada tanggal 15 Desember 
2008 ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008, disamping itu dalam masa 
transisi berlakunya undang-undang tersebut pada tanggal 7 Mei 2008 ditetapkan 
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan 
Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kendala-kendala yang 
dihadapi Pemerintah Daerah Kabupen Bantul (Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil) dalam pelaksanaan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 antara lain adalah masih kurangnya sumber daya manusia/tenaga yang 
memadai untuk melayani permintaan akta kelahiran dan akta kematian yang begitu 
tinggi pada masa transisi diberlakukannya undang-undang tersebut, disamping itu 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pelayanan kepada masyarakat juga masih belum memadai, bahkan tempat 
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pelayanan berada di dua tempat yang berbeda sehingga tenaga yang tersedia harus 
bekerja ekstra keras. 
Eldi Harponi (2018) Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama di 
Pengadilan Agama Kebumen, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), 
Mei 2018:214-223. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan 
( field research), yakni penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang 
diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
Pengadilan Agama Kebumen dalam penetapan perubahan nama. Maka penelitian 
yang penulis lakukan adalah dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, 
serta penetapan Pengadilan Agama Kebumen, bahan-bahan tersebut di susun secara 
sistimatis, dan dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan statute approach dan case approach serta 
conceptual approach. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim 
Pengadilan Agama Kebumen terhadap perkara perubahan nama pada Buku Nikah 
adalah, bahwa perkara perubahan nama pada Buku Nikah merupakan kompetensi 
atau kewenangan absolut Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksa dan 
memutusnya, dengan pertimbangan sebagai berikut: a) Perkara perubahan nama 
pada Buku Nikah masih terkait dalam peristiwa hukum perkawinan dan sesuai 
dengan asas personalitas keislaman, serta Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
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tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. b) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami kebutuhan dan nilai-
nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang di sebut the living law, 
sesuai ketentua Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. c) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, 
sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, dan hal senanda juga diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
Secara teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan, maka kedudukan 
undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri agama, artinya 
bahwa Peratutan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pencatatan Nikah, yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, yang kedudukannya lebih tinggi. Maka terhadap perkara perubahan 
nama merupakan kompetensi atau kewengan absolute Pengadilan Negeri, bukan 
kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun karena perkara 
perubahan nama yang diajukan ke Pengadilan Agama Kebumen, khusus pada 
perubahan nama pada Buku Nikah agar disesuaikan dengan nama yang tercantum 
dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga ataupun identitas lainnya, maka 
sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jis. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 2 Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, maka perkara perubahan nama pada Buku Nikah 
merupakan kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama Kebumen. 
Isti Sulistyorini (2017) Dampak Perubahan Biodata Akta Nikah dan Akibat 
Hukumnya Terhadap Anak. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Pekalongan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi juga 
melihat kenyataan yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum Sosiologis 
memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat 
empiris kuantitatif. Metode penarikan sample yang digunakan merupakan metode 
Purpose Sampling yaitu sample yang diambil berdasarkan subyektif peneliti, 
dimana persyartan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample, jadi 
dasar pertimbangannya ditenetukan sendiri oleh penulis 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan biodata akta nikah 
harus diikuti dengan perubahan biodata nama orang tua pada akta kelahiran anak. 
Akta Nikah merupakan salah satu syarat pengurusan akta kelahiran sebagaimana 
disyaratkan oleh Pasal 25 PP Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran merupakan 
dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak 
Indonesia yang baru dilahirkan namun dalam praktek pencatatan kelahiran tidak 
dikaitkan dengan status Legal seseorang, juga tak dikaitkan dengan hak-hak khusus 
privilege yang disediakan oleh negara. 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan 
library research atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder 
dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau 
informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada 
perkara nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw dan juga didukung dengan buku, undang-
undang, serta undang-undang yang berkaitan dan mendukung judul tersebut. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
pendekatan normative. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian normatif adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data 
sekunder.7 Terkait dengan penelitian ini penulis akan mengkaji hal-hal yang 
menyangkut hukum baik formal maupun non formal untuk menganalisis tentang 
tinjauan hukum terhadap perubahan biodata dalam Akta Nikah. Pendekatan ini 
berguna untuk mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan 
Negeri Slawi dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah 
Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw.  
3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang 
menunjang sumber utama berupa buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan media 
cetak yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data penelitian ini 
                                                  
7 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hlm. 23. 
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dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta 
yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide), dan bahan hukum sekunder 
yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.8 
Adapun bahan hukum primer diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah engan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil; Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; 
dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 
Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah kitab dan buku-buku serta 
catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah perubahan biodata akta nikah. 
4. Metpde Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan 
data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.9 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen di pengadilan negeri brebes 
berupa putusan penetapan terkait masalah penelitian dan melakukan studi bahan 
pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang 
penelitian. 
                                                  
8 Ibid., hlm. 29. 
9 Soekanto, Soerjono. Op Cit., hlm. 21. 
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5. Analisis Bahan Penelitian 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu 
dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 
norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok 
permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah 
hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan 
dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar 
pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.10  
G. Sistematika Penulisan Skripsi  
Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembahasan 
maka penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II Tinjauan Konseptual, bagian ini memuat konsep-konsep yang berisi 
teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian mengenai konsep tentang 
pernikahan, konsep tentang pencatatan nikah, konsep tentang biodata dan akta nikah 
dan konsep tentang pertimbangan hakim. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil 
penelitian sekaligus pembahasanya sesuai dengan masalah yang diajukan, yaitu 
tinjauan hukum terhadap perubahan biodata dalam akta nikah dan dasar hukum 
                                                  
10 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 255. 
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pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam menetapkan perkara 
perubahan biodata dalam akta nikah nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw. 
Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran. Bagian memuat simpulan dari 
hasil penelitian dan saran-saran dari penulis terkait dengan perubahan biodata dalam 
akta nikah. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Konsep tentang Pernikahan  
1. Pengertian Pernikahan  
Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al nikah 
dan al dhammu wa al jam’u atau ibarat an al wath’ al aqd yang bermakna 
bersetubuh, berkumpul serta akad. Seperti yang dijelaskan Wahbah al Zuhaili 
“akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita dan 
berkumpul dengan wanita selama wanita tersebut bukan wanita yang 
diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan.11 
Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al ahwal al syakhsiyyah 
menerangkan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa 
halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong 
menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.12 Dalam 
bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa 
artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 
atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah 
yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 
digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk 
arti persetubuhan (coitus) juga untuk akad nikah.13 
                                                  
11 Nuruddin, Amiur & Taringan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: 
Kencana, 2004, hlm. 38. 
12 Ibid., hlm. 38. 
13 Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 7. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan disingkat Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut 
Kompilasi Hukum Islam disingkat KHI. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. 
Menurut pendapat Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum perkawinan 
berlaku sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, dan juga 
berlaku pula pada lima hukum syariat, adakalanya wajib, haram, sunnah, 
makruh, dan juga mubah.14 Adapun penjelasan dari masing-masing hukum 
tersebut sebagai berikut: 
a. Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya 
tidak kawin, hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.  
b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan jika tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan 
berbuat zina.  
                                                  
14 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 17. 
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c. Haram, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, kemauan, serta 
tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam 
rumahtangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan maka 
terlantarlah dirinya dan istrinya. Atau perkawinan itu dilakukan untuk 
menelantarkan orang lain, istrinya misalnya, hanya agar tidak menikah 
dengan orang lain. Pada intinya perkawinan yang hukumnya haram adalah 
perkawinan yang menimbulkan madlarat lebih besar daripada manfaatnya.  
d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan duntuk melakukan 
perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan hawa 
nafsu, akan tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat 
memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.  
e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 
perkawinan jika tidak tidak dikhawatirkan melakukan zina dan apabila 
menikah tetap melaksanakan kewajibannya. Hukum ini ditunjukkan bagi 
orang yang antara pemdorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama 
sehingga menimbulkan keraguan yang akan melakukan kawin, seperti 
mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 
kemampuan melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.15 
Pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan 
dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan 
berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks) 
maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang 
                                                  
15 Ibid., hlm. 22. 
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bermacam-macam ini, para ulama mengklarifikasikan hukum perkawinan 
dengan beberapa kategori. Ulama madzhab Syafi’i mengatakan bahwa hukum 
asal menikah adalah boleh (mubah). Sedangkan menurut kelompok madzhab 
Hanafi, Maliki, dan Hambali, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunnah. 
Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja 
bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus 
menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, 
karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban 
suami isteri masing-masing.  
2. Rukun dan Syarat Pernikahan  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur 
beberapa hal terkait dengan syarat perkawinan dalam BAB II tentang syarat-
syarat perkawinan khusunya Pasal 6 disebutkan bahwa:  
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).  
2) Harus mendapat izin dari kedua orangtua bilamana masing-masing calon 
belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).  
3) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali 
ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Perkawinan).  
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4) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka 
yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) 
dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan).  
5) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan 
seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, 
yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena 
perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena 
kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perkawinan).  
Rukun perkawinan dalam hukum positif telah diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  
a. Calon suami 
b. Calon istri  
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi  
e. Ijab dan qabul. 
Adapun mengenai ketentuan syarat-syarat perkawinan dapat dilihat 
dalam Pasal 15-29 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan 
suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya 
perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang 
sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. 
Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, 
dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 
Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa, bahwa rukun itu 
adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur 
 22 
yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya 
dan tidak merupakan unsurnya.16 
Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang 
berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri 
sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Di dalam 
memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. 
Syarat dan rukun nikah dalam sebuah hukum fiqh merupakan hasil ijtihad ulama 
yang diformulasikan dari dalil-dalil (nash) serta kondisi objektif masyarakat 
setempat. Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu 4, yaitu: 1) Shigah (ijab dan 
qabul), (2) calon isteri, (3) calon suami dan (4) wali. Berbeda dengan Hanafiyah, 
yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, 
tidak ada yang lain. Al-jaziri mengatakan bahwa, sebenarnya menurut 
Malikiyah rukun itu ada lima yaitu (1) wali, (2) mahar (harus ada tetapi tidak 
harus disebutkan pada akad), (3) suami, (4) isteri (suami dan isteri ini di 
syaratkan bebas dari halangan menikah seperti masa iddah atau sedang ihram) 
dan (5) sighah. Sedangkan Syafi‟iyah juga mengatakan rukun nikah ada lima 
namun sedikit berbeda dengan Malikiyah, yaitu (1) suami, (2) isteri, (3) wali, 
(4) dua saksi dan (5) shighah.17 
Ulama sepakat mengatakan bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. 
Pada hakikatnya rukun nikah yang hakiki adalah kerelaan hati kedua belah pihak 
(laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi 
                                                  
16 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 59. 
17 Maulida, Eka Kurnia, “Dualisme Legalitas Permohonan dalam Pengajuan Dispensasasi 
Perkawinan (Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama (Buku II))”, Ciputat: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 33. 
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dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul 
adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak 
untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan.18 
Sementara, selain pada dua hal tersebut, mereka berbeda pendapat. 
Jumhur ulama mengatakan, rukun nikah selain ijab qabul adalah suami, isteri, 
wali dan dua saksi. Adapun menurut Malikiyah, selain ijab dan qabul yang 
termasuk rukun nikah adalah suami, isteri, wali dan mahar. Sementara yang 
dipakai oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Syafi‟i adalah yang lima, 
yakni: (1) suami, (2) isteri, (3) wali, (4) dua saksi dan (5) sighah.19 
Syarat-syarat Suami:  
a. Bukan Mahram dari Calon istri;  
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;  
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya; dan 
d. Tidak sedang ihram.  
Syarat-syarat Istri:  
a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang dalam iddah; 
b. Merdeka, atas kemauan sendiri;  
c. Jelas orangnya; dan  
d. Tidak sedang berihram.  
                                                  
18 Hasan, M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: SIRAJA, 2003, hlm. 
55. 
19 Sopyan, Yayan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 
Nasional, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 125. 
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Syarat-syarat Wali:  
a. Laki-laki; 
b. Baligh;  
c. Waras akalnya;  
d. Tidak terpaksa;  
e. Adil; dan  
f. Tidak sedang ihram.  
Syarat-syarat Saksi:  
a. Laki-laki; 
b. Baligh;  
c. Waras akalnya;  
d. Adil;  
e. Dapat mendengar dan melihat;  
f. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan  
g. Memahami bahasa yang dipergunaka untuk ijab qabul.  
Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 
bahasa dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerimaan akad, 
dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu 
lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu 
yang akan datang.20 Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 
                                                  
20 Tihami, H.M.A, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, 
hlm. 14. 
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perempuan “Kawinkalah saya dengan anak perempuan bapak“, kemudian 
dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan 
jawaban itu sudah berarti perkawinan. Shigat itu hendaknya terikat dengan 
batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya 
nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki 
menjawab: “Ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung 
kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.  
Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau 
perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadi 
perkawinan tersebut tidak sah.21 Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah 
suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan 
akibat hukum, berupa hak dan kewajiban baik bagi suami isteri itu sendiri 
maupun bagi orang ketiga. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya itu”.22 Ini berarti untuk menetukan sah 
tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang 
dipeluknya. Bagi orang Islam, misalnya, sah tidaknya pernikahan yang 
dilakukan tergantung pada dipenuhi tidaknya semua rukun nikah menurut 
hukum (agama) Islam. 
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
                                                  
21 Ibid., hlm. 14. 
22 Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 28. 
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Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Pernikahan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.23 
Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini 
dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan 
tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal 
itu haruslah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam 
Pancasila. Dengan demikian tampak jelas perbedaannya dengan prinsip-prinsip 
hukum perdata, bahwa hubungan antara suami istri hanya melihat dari segi 
lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata yang terlepas dari peraturan-
peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Bahkan lebih pantas 
dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian 
yang bersifat kontrak belaka. 
Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan 
biologis, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir 
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut R Wirjono 
Projodikoro “Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina 
rumah tangga yang sejakhtera bahagia dimana kedua suami istri memikul 
amanah dan tanggung jawab, oleh karenanya si istri akan mengalami suatu 
                                                  
23 Djafizham T., Persintuhan Hukum Di Indonesia, Dengan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: 
Mestika, 2006. hlm. 31. 
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proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan, yang meminta 
pengorbanan”.24 
Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat 
diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental 
emosionalnya, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab, serta 
kematangan fisik, mental. Untuk itu, suatu perkawinan haruslah dimasuki 
dengan suatu persiapan yang matang. 
Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai 
oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, 
akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar 
suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran yang sederhana 
dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi, untuk memasuki suatu perkawinan 
bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan 
dapat meletakkan dasar-daar lebih kokoh dari suatu proses awal dari perwujudan 
bentuk-bentuk kehidupan manusia. 
Mengenai batas umur, seorang wanita tidak dapat melangsungkan 
perkawinan sebelum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Menurut Mustafa 
Kamal, Ketentuan batas umur tersebut adalah suatu keuntungan bagi diri wanita 
karena ada jaminan tidak akan terjadi perkawinan anak-anak, kini dimaksudkan 
pula pemeliharaan kesehatan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menganut prinsip 
bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
                                                  
24 Koro, Abdi, Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan 
Perkawinan Siri, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 48. 
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melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara 
baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat.  
Tujuan perkawinan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan 
lahiriyah, melainkan juga membentuk suatu lebaga yang dengannya kaum pria 
dan wanita dapat memlihara diri dari kesehatan dan perbuatan yang tidak 
senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia 
serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk 
menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Muchtar Kamal memerinci tujuan 
perkawinan sebagai berikut: 
a. Melanjutkan keturunan; 
b. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah; 
c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri; 
d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah Saw; dan  
e. Untuk membersihkan keturunan. 
Uraian tersebut di atas sejalan dengan tujuan perkawinan menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni menekankan 
kebahagiaan lahir dan bathin, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 
Maha Esa. Muatan pasal ini jelas mempunyai pengertian luas sebagimana telah 
dijelaskan terdahulu.25 Bertolak dari penjelasan tersebut Doi Abdurrahman 
mengemukakan perincian fungsi dan tujuan perkawinan dalam islam sebagai 
berikut: 
                                                  
25 Ibid., hlm. 49. 
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a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah 
dan benar. 
b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 
c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 
d. Menduduki fungsi sosial. 
e. Mendekatkan hubungan keluarga dan solidaritas kelompok. 
f. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan. 
g. Merupakan suatu bentuk ibadah,yaitu pengabdian kepada Allah Swt 
mengikuti sunnah Rasulullah Saw.26 
Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan 
niscaya menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi 
keluarga. Meskipun demikian, Kesemuannya itu menjadi penyebab yang 
mempersulit dan memengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. 
Berbagai pandangan menegenai tujuan perkawinan yang telah diungkap, baik 
tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan maupun menurut 
pandangan para pakar hukum, dapat memberi pemahaman bahwa perkawinan 
mengandung tanggung jawab hukum bagi suami dan istri berupa hak dan 
kewajiban. Perkawinan adalah perjanjian suci antara suami istri dalam 
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang di akhiri dengan 
kematian. Bahkan, tujuan suci perkawinan menurut islam menghendaki 
terwujudnya keselamatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akahirat. 
                                                  
26 Ibid., hlm. 50. 
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Berbagai argumentasi mengenai tujuan perkawinan yang telah 
duiraikan, Jika dipadukan dengan pengamatan terhadap berbagai fenomena 
kehidupan keluarga di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tanngung jawab 
suami istri merupakan beban yang sangat berat, baik kepada kedua belah pihak, 
terlebih lagi terhadap keturunan, karena dengan perkawinan itu menimbulkan 
akibat hukum antara suami dengan istri serta anak dengan orang tua berupa hak 
dan kewajiban.27 
Allah Swt, telah menjadikan makhluk-Nya berpasang- pasangan. 
Dengan kata lain, ketika manusia dijadikan makhluk Allah Swt yang paling 
sempurna, dan kesempurnaannya dapat dilihat dari kehidupan manusia yang 
saling berpasang- pasangan dari lawan jenis kamu. Perkawinan dalam Islam 
menurut bukan sekedar akad nikah, melainkan memiliki dimensi lain yang tidak 
boleh hilang yaitu cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warrahmah), dengan 
menjadikan ikatan yang kokoh. Rahman disini bukan berarti kesejahteraan saja, 
melainkan pengikat dengan dimensi fisik termasuk biologis seperti reproduksi. 
Menurut beberapa para pakar hukum, perkawinan adalah suatu ikatan atau 
perjanjian lahir batin antara kedua pasangan hingga penjaminan suatu hal 
ataupun perbuatan yang bisa menjadikan perbuatan hukum. Antara lain hikmah 
yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari 
melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari 
terjatuh pada kerusakan seksual.28 
                                                  
27 Koro, Abdi, Lok.Cit,. hlm. 50. 
28 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 47. 
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Berdasarkan uraian hikmah-hikmah perkawinan yang disebutkan di atas, 
dapatlah penulis ambil untuk ilmu secara pribadi dan pada saatnya semua 
manusia juga dapat merasakan dan menjadikan hikmah ini sebagai motivasai 
untuk kedepannya dan menjadikan kita selalu manusia yang selalu bersyukur 
kepada Allah Swt. 
 
B. Konsep tentang Pencatatan Nikah  
1. Pengertian Pecatatan Nikah  
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat sebagai upaya untuk melindungi martabat dan 
kesucian perkawinan serta lebih lagi khusus lagi untuk melindungi perempuan 
dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.29 Pencatatan Perkawinan dalam 
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tata Cara 
Perkawinan “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 
pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dalam Pasal 
8 Peraturan Pemerintah ini, yang dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan itu. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan 
menurut masing-masing hukum kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.  
Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan diatas, peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani 
                                                  
29 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, 
hlm. 89. 
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akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh 
mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang 
mewakilinya. Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, maka perkawinan 
telah tercatat resmi. 
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan 
bagi mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk.30 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) menyatakan 
bahwa ”Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini 
walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, 
namun sebenarnya masalah pencatatan sangat dominan. Ini akan tampak jelas 
menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berkaitan dengan 
pencatatan.31 Sehingga sebagai bukti perkawinan telah dicatatkan adalah adanya 
akta nikah. 
                                                  
30 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 374. 
31 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006,       hlm. 
123. 
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2. Pelaksanaan Pencatatan Akta Nikah 
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 31 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 
1990 disebutkan jika KUA kecamatan yang dahulu mengeluarkan surat kutipan 
akta nikah dan tidak dapat membuat duplikat disebabkan catatan yang ada rusak 
atau hilang atau sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai 
talak, cerai rujuk, atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, merumuskan bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat 
Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan 
Agama (KUA) dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam Keputusan 
Menteri Agama (PMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. 
Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2007 yang didalamnya 
menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang ada dalam Pasal 1 ayat (6) 
berbunyi “Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa 
perkawinan”. Kemudian di dalam Bab X (Sepuluh) pasal 26 ayat (1) “PPN 
mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah”. Ayat (2) berbunyi “Akta nikah 
ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN”. Kemudian 
dalam Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “Buku nikah adalah sah apabila 
ditandatangani oleh PPN”. Ayat (2) berbunyi “Buku nikah diberikan kepada 
suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan”. 
Di dalam hukum Islam adanya kewajiban mencatatkan nikah dapat 
menggunakan metode Maqashid Syari’ah berdasarkan kasus permohonan 
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perubahan biodata dalam akta nikah yakni merupakan suatu metode penetapan 
hukum kasusnya tidak diatur secara mendetail oleh al-Qur’an maupun Hadist 
akan tetapi lebih menekankan pada kemaslahatan secara langsung. Dimana 
dalam kasus tersebut tidak nash baik yang memerintahkan maupun yang 
melarangnya, akan tetapi menekankan pada kenegaraan.32 
C. Konsep tentang Biodata dan Akta Nikah  
1. Pengertian Biodata  
Biodata merupakan informasi penting tentang data diri yang biasanya 
dibutuhkan dalam sebuah identitas atau dalam sebuah formulir, di dalam biodata 
yang baik biasanya memiliki kelengkapan data diri yang cukup kompleks.33 
Walaupun biasanya informasi yang cukup penting diutamakan hanyalah sebatas 
nama, tempat tanggal lahir, alamat dan nomer telepon saja namun semakin 
kompleks sebuah informasi dalam biodata akan semakin baik karena akan 
memiliki nilai keakuratan yang tinggi.  
Biodata biasa dibuat untuk melamar kerja, pembuatan KTP, mengikuti 
pelatihan, kenaikan jabatan untuk mengurus pasport dan sebagainya, biodata diri 
atau curriculum vitae sebaiknya diketik agar memudahkan dalam membacanya. 
biodata ini sebenarnya sama dengan surat pernyataan jadi pada akhir biodata 
dibubuhi tanda tangan. Mengapa biodata diri diperlukan, ini karena setiap orang 
memiliki perbedaan dalam berbagai hal, selain itu orang lain akan sangat 
                                                  
32 Usman, M., Filsafat Hukum Islam, Surakarta: Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, 2009, hlm. 
126-127. 
33 http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/12/pengertian-riwayat-hidup-serta-cara. Online (2 
Oktober 2019). 
 35 
membutuhkan gambaran seseorang yang jelas dan singkat agar dapat 
diposisikan dengan tepat pada pekerjaan tertentu. Siapapun dapat membuat 
biodata diri, tidak terbatas oleh umur, pendidikan status sosial agama dan 
sebagainya. yangpenting seseorang itu memiliki nama dan umur. 
2. Pengertian Akta Nikah  
Akta Nikah (perkawinan) adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh 
pejabat berwenang, berkaitan dengan adanya perkawinan. Sehubungan hal ini 
maka harus dibuktikan dengan akta nikah yang memiliki bukti autentik, jika 
terjadi perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab 
dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan 
haknya masing-masing. Pejabat berwenang mengeluarkan akta perkawinan 
meliputi Kepala KUA bagi beragama Islam dan Kepala Kantor Catatan Sipil 
bagi beragama non Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu).34  
Adapun yang dimuat dalam akta perkawinan adalah hari, tanggal, tahun, 
dan waktu pelaksanaan perkawinan, nama calon pasangan suami, umur, yaitu 
bagi yang belum cukup umur maka akan ditangguhkan sampai yang 
bersangkutan memenuhi syarat, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman, 
pencantuman agama sangat penting berkaitan dengan keabsahan perkawinan 
yang akan dilangsungkan (Pasal 2 UU Perkawinan).35 
Akta Nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan 
perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 
                                                  
34 Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Media 
Grafika. 2010, hlm. 65-66. 
35 Nurhayani, Neng Yani, Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 108. 
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9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 
2004 tentang Pencatatan Nikah, Akta Nikah adalah kutipan akta nikah yang 
ditandatangani oleh Penghulu. Setelah pengumuman kehendak melangsungkan 
perkawinan ditempel dan tidak ada keberatan dari pihak yang terkait dengan 
rencana calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.36 
Adapun ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 10 sebagai berikut: 
a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.  
b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya 
dan kepercayaannya itu.  
c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum 
agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan 
Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang. 
Pada saat akan dilangsungkannya perkawinan, Pegawai Pencatat telah 
menyiapkan Akta Nikah dan salinannyadan telah diisi mengenai hal-hal yang 
diperlukannya, Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan kedua mempelai 
menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat 
                                                  
36 Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 115. 
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berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan penandatanganan akta perkawinan, 
maka perkawinan telah tercatat secara resmi.37 
Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan 
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau 
yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka 
perkawinan itu telah tercatat resmi sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975:  
a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai 
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya 
ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri 
perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama 
Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.  
c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat 
secara resmi.  
Adapun isi Akta Nikah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 
9 Tahun 1975: Akta perkawinan memuat:  
                                                  
37 Ramulyo, M. Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradian Agama, 
Jakarta: IND-HILL-CO, Cet-2, 1991, hlm.161. 
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a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 
kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, 
disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;  
b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;  
c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) undang-
undang;  
d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang;  
e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang;  
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undangundang;  
g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi 
anggota Angkatan Bersenjata;  
h. Perjanjian perkawinan apabila ada;  
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para 
saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;  
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa 
apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.  
Selain hal-hal tersebut, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian 
perkawinan yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian 
kesetiaannya terhadap isteri. Akta Nikah dibuat dalam rangkap 2 helai, pertama 
disimpan oleh Pegawai Pencatat, kedua disimpan pada panitra pengadilan dalam 
wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada, dan kepada suami istri 
masing-masing diberikan kutipan akta nikah.  
3. Spesifikasi Akta Nikah  
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Bab XV Pasal 36 tentang Spesifikasi 
Akta Nikah meliputi:  
a. Akta Nikah dibuat dalam 2 (dua) bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris. 
b. Bentuk Akta Nikah dan isi.  
1) Bentuk Akta Nikah adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran; 
panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm; marginatas dan bawah 0,50 cm; 
margin kanan dan kiri 0,50 cm; dan margin tengah 0,50 cm; dihitung 
dari garis bingkai bagian luar. 
2) Sampul muka terdiri dari lambang garuda yang diletakkan ditengah 
tengah dengan ukuran; margin atas 3,00 cm; margin bawah 3,00 cm; 
margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm; diatas lambang garuda 
tertulis Akta Nikah Suami/Akta Nikah Isteri dan dibawahnya tertulis 
Departemen Agama Republik Indonesia.  
3) Bagian dalam terdiri dari 10 (sepuluh) kolom yang masingmasing kolom 
dibatasi oleh batas pinggir/bingkai sehinggga masing-masing bagian 
berukuran 7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. kolom pertama 
berisi; nasehat untuk kedua mempelai, Basmalah, Surat an- Nisa’ ayat 
19, tanda tangan Menteri Agama RI. Kolom kedua berisi; Republik 
Indonesia, kutipan Akta Nikah; Kantor Urusan Agama, Kecamatan, 
Perwakilan RI, Kabupaten/Kota, Provinsi; pas photo isteri sebelah kiri; 
ukuran photo masing-masing 2 x 3 cm. kolom ketiga berisi; seri, nomor, 
hari, tanggal, bulan, tahun, bertepatan, dan pukul dilangsungkannya akad 
nkah; identitas mempelai lakilaki. Kolom keempat berisi; identitas 
 40 
mempelai wanita dan identitas wali. Kolom kelima berisi; mas kawin; 
kecamatan; perwakilan RI; Penghulu. Kolom keenam berisi catatan 
status perkawinan. Kolom ketujuh berisi; sigat taklik. Kolom kedelapan 
dan kesembilan merupakan tanda terima Akta Nikah yang ditinggal pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh 
berisi; do’a sesudah akad nikah.  
4. Dasar Hukum Perbaikan Kesalahan Biodata dalam Akta Nikah 
Pengadilan agama memeriksa dan memberikan penetapan atas 
permohonan perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah berdasar Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “Pengadilan 
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. 
perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. 
shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”.  
Kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan diatur dalam 
Penjelasan Pasal 49 huruf (a) yang menyebutkan 22 sub bidang perkawinan dan 
di dalamnya tidak ditemukan tentang perubahan biodata nikah. Demikian pula 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan 
kewenangan tentang perubahan biodata nikah. Kewenangan perubahan biodata 
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nikah ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 34:  
a. Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan 
tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali 
perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA. 
b. Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus 
berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. 
Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ketentuan pasal 
tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 1 angka 5: Pengadilan adalah 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Untuk mengetahui bagaimana 
kedudukan Peraturan Pemerintah tersebut dalam peraturan perundang-undangan 
sehingga dapat dijadikan dasar kewenangan pengadilan akan diuraikan berikut. 
Perubahan biodata nikah termasuk bidang perkawinan sehingga kita akan 
melihat terlebih dahulu ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang 
tersebut disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”.  
Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) juga ditegaskan: “Hal-hal dalam 
undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan:  
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(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.  
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan. 
Selanjutnya dalam Pasal 47 ditegaskan: “Petunjuk-petunjuk pelaksanaan 
yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan 
Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-
masing.”  
Berdasarkan uraian tersebut keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah merupakan salah satu produk yang 
dibentuk organ eksekutif sebagai regulasi umum lanjutan dari Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah sebagai peraturan delegasian dalam rangka melaksanakan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang secara substantif merupakan dasar hukum 
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kewenangan Pengadilan Agama terhadap permohonan perubahan biodata dalam 
Akta Nikah.  
Perkara perbaikan biodata daam akta nikah merupakan perkara 
permohonan, Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang 
diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau 
kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan,38 baik Negeri maupun 
Agama. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntairyaitu 
gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai 
tergugat.  
Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:  
a. Gugatan Bersifat sepihak (Ex Parte). Pihak yang terlibat hanya satu yaitu 
pihak pemohon sendiri. Tidak ada orang lain yang ditarik sebagai tergugat. 
Itu sebabnya gugat voluntair disebut juga permohonan sepihak.  
b. Permintaan atau putusan bersifat deklaratoir. Permintaan atau petitumnya 
bersifat deklarator, hanya meminta deklarasi tentang suatu keadaan atau 
kedudukan karena apa yang dimimtanya tidak didasarkan atas 
persengketaan.39 
Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada 
ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 
14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang 
                                                  
38 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Garafika, 2010, hlm. 29. 
39 Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar 
Garafika, 2003, hlm. 190. 
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Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 
2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan 
sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan: Pada 
prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Judicial power) melalui 
badan-badan perailan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, 
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.40 
Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-
parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, 
memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap 
replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan 
akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan. 
D. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 
(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan 
hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari 
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 
Agung.41 
                                                  
40 Harahap, M. Yahya, Op. Cit, hlm. 30. 
41 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004, hlm. 140. 
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Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar 
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut 
benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 
hubungan hukum antara para pihak.42 
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 
tentang hal-hal sebagai berikut: 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara 
satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ 
tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.43 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu 
usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan 
                                                  
42 Ibid., hlm. 141. 
43 Ibid., hlm. 142. 
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aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya 
suatu kepastian hukum.  
Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 
IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 
Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang 
bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 terutama dalam penjelasan Pasal 1 
ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu 
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.44 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 18 menegaskan bahwa: kekuasan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah mahkamah konstitusi.45 
                                                  
44 Ibid., hlm. 142. 
45 Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94. 
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Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
(impartial jugde) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak 
memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya 
hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 
dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang”.46 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 
tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yaitu: pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). 
Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
                                                  
46 Ibid., hlm. 95. 
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Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat”. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Hukum terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah 
Perbedaan pemahaman Hakim terhadap kewenangan absolut pengadilan 
mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata pada akta nikah 
sebenarnya sudah timbul sejak lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 
2007, khususnya Pasal 34 ayat (2). Sebagian berpendapat bahwa pengadilan agama 
tidak berwenang menangani perkara perubahan biodata pada akta nikah. 
Argumentasi yang mereka kedepankan bahwa kewenangan absolut pengadilan 
terhadap suatu perkara harus berdasarkan undang-undang, bukan peraturan di 
bawah undang-undang. Seperti kewenangan absolut pengadilan agama terhadap 
perkara perubahan biodata pada akta nikah yang hanya diatur oleh Peraturan 
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.  
Bahkan ada rumusan Rakernas Mahkamah Agung, di Jakarta, 18-22 
September 2011, halaman 29 nomor 79: “Perubahan akta otentik merupakan 
kewenangan PTUN, oleh karena itu Kep Menag no 477 tahun 2004 ayat 4 
Pengadilan harus dibaca PTUN”. Nampaknya rumusan jawaban Mahkamah Agung 
tersebut kurang relevan dengan permasalah perubahan biodata dalam akta nikah, 
sebab Kep Menag no 477 Tahun 2004 adalah tentang Pencatatan Nikah, sedang 
yang dimaksud dengan “ayat 4” itu dari pasal berapa juga tidak jelas.  
Apabila yang dimaksud adalah ayat (4) itu dari Pasal 1 maka berbunyi 
“Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas 
kepenguluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota”. Barang kali ada 
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benang merahnya jika yang dikehendaki adalah Pasal 1 ayat (5) “Pengadilan adalah 
Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syar’iyah, Mahkamah 
Syar’iyah Provinsi Aceh”. Bahkan Kep Menag tersebut setelah kita teliti pasal demi 
pasal tidak terdapat klausul yang menerangkan adanya perubahan biodata dalam 
akta nikah merupakan kewenangan abbsolut pengadilan agama. 
Terlepas secara harfiah rumusan Rakernas Mahkamah Agung tersebut 
kurang mengena, namun ruh rumusan rakernas tersebut pada hakikatnya 
menjelaskan bahwa perkara perubahan biodata pada akta nikah adalah bukan 
kewenangan absolut pengadilan agama, namun menjadi kewenangan pengadilan 
tata usaha negara. Dibagian lain, banyak yang berpendapat bahwa perubahan 
biodata pada akta nikah adalah menjadi kewenangan pengadilan agama, meskipun 
hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat 
(2). Sebab ada kewenangan pengadilan agama yang hanya diatur oleh Peraturan 
Menteri Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara wali adhol yang diatur oleh 
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali 
Hakim, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 
Tahun 2005, yang esensi pasal 2 dan Pasal 3 tidak ada perubahan. 
Setelah kita teliti secara mendalam, ternyata permasalahan kewenangan 
terhadap perkara perubahan biodata terdapat pada beberapa peraturan perundang-
undangan yang ada di negara kita ini. Pengaturan tersebut, antara lain terdapat pada: 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 
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3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah 
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 
Perkawinan. 
Secara garis besar setelah mempelajari berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur perubahan biodata, dapat diambil kesimpulan bahwa 
sumber yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tentang pengadilan 
mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata adalah ketidak adanya 
singkronisasi antara berbagai aturan yang mengatur perubahan biodata, baik secara 
hierarkis maupun materi muatannya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan.  
Kata biodata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki satu arti. 
Biodata memiliki kelas nomina atau kata benda, sehingga biodata dapat menyatakan 
nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. 
Pengertian biodata tersebut, apabila dihubungkan dengan pengertian Pasal 52 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 
bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan 
negeri tempat pemohon, dapat diambil pengertian bahwa perubahan semua nama 
seseorang, baik yang terdapat pada akta nikah maupun yang ada pada dokumen 
lainnya baru dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan 
pengadilan negeri tempat pemohon. 
Tinjauan berdasarkan prespektif hukum, mengarah kepada pembahasan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan biodata ditinjau 
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dari hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian tinjauan secara 
filosofis, historis dan lain sebagainya berada di luar pembahasan tulisan ini. 
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Jenis hierarki 
peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
1. Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
3. Undang-Undang/Perpu. 
4. Peraturan Pemerintah. 
5. Peraturan Presiden. 
6. Peraturan Daerah Provinsi. 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa 
kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Maksud dari pasal tersebut dapat 
disimpulkan: 
1. Peraturan yang lebih tinggi harus didahulukan dari pada peraturan yang lebih 
rendah hierarkinya.  
2. Peraturan yang lebih rendah hierarkinya, tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. 
3. Pembuat peraturan yang lebih rendah harus memperhatikan dan memahami 
dengan seksama serta mematuhi tata urutan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa jenis peraturan selain Pasal 7, 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
oleh peraturan yang lebih tinggi. Disamping itu muatan materi peraturan menteri 
harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan sebagaimana yang 
ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas. Peraturan 
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, dalam hal ini adalah Pasal 34 ayat (2) dan 
Pasal 1 ayat (5) yang mengatur bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, 
isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada penetapan pengadilan agama pada 
wilayah yang bersangkutan, maka menurut kedua pasal tersebut, kewenangan 
menangani perkara perubahan biodata dimaksud, adalah pengadilan agama. 
Apabila kita cermati, nampak jelas lahirnya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lebih dahulu dibanding 
lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Selain kecermatan 
tersebut, kejelian mengamati dan meneliti peraturan yang telah ada seraya 
memperhatikan dengan saksama terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan 
mampu melahirkan logika yang runtut dan tidak saling berbenturan. Konsistensi 
alur fikir dalam kedua kerangka berfikir dasar tersebut diatas, akan menuntun dan 
menghindar dari kerancuan mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili 
perkara perubahan biodata.  
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Tanpa kita sadari dalam waktu belasan tahun berada dalam pusaran 
problematika hukum akibat dari ketidak harmonisan antara Peraturan Menteri 
Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan baik dalam materi muatan maupun hierarki dalam tata 
urutan perundang-undang yang berlaku. 
Secara teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan, maka kedudukan 
undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri agama, artinya 
bahwa Peratutan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pencatatan Nikah, yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, yang kedudukannya lebih tinggi. Maka terhadap perkara perubahan 
nama merupakan kompetensi atau kewengan absolute Pengadilan Negeri, bukan 
kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama. 
Problematika hukum tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili 
perkara perubahan biodata dalam akta nikah telah terpecahkan dengan keluarnya 
Perturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, 
dimana dalam Pasal 34 ayat (1) yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama 
suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah 
yang bersangkutan. Ketentuan Peraturan Menteri Agama tersebut telah sejalan 
dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.  
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B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam 
Menetapkan Perkara Perubahan Biodata dalam Akta Nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw 
Kesalahan merupakan suatu hal patut dilakukan oleh setiap manusia, karena 
sesuatu yang salah harus diperbaiki agar benar dan lurus. Kebenaran pasti akan 
mempunyai efek positif, permohonan perubahan atau perbaikan biodata pada Akta 
Nikah adalah permohonan perubahan identitas/biodata suami, isteri atau wali baik 
karena salah tulis/ketik atau tidak sesuai dengan identitas yang sudah sebelumnya, 
seperti KTP, SIM, KK, Izajah dan SK bagi PNS/Pegawai. Kesalahan biodata dalam 
Akta Nikah perlu diperbaiki, itu karena bukti autentik bahwa perkawinan telah 
tercatat dan sah adalah dikeluarkannya Akta Nikah oleh instansi yang bewenang 
(Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi 
yang beragama selain islam). 
Kesesuaian biodata dalam pencatatan perkawinan yang tercantum dalam 
Akta Nikah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan 
perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. 
Yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-
anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.  
Akibat kesalahan biodata dalam akta nikah yaitu kesulitan mengurus akta 
kelahiran anak, karena akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan yang sah, 
sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administrasi 
maupun secara hukum. Karena jika anak tidak memiliki akta kelairan maka akan 
mengalami hambatan-hambatan dalam urusan administrasi maupun hukum dalam 
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kaitannya anak yang sah dan berhak memperoleh warisan. Kemudian kesulitan 
membuat Kartu Keluarga (KK) juga karena untuk menghindari pemalsuan identitas 
karena nama yang tertera dalam akta nikah berbeda dengan bukti identitas lain baik 
itu berupa KTP atau Ijazah. 
Perkara Permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw diajukan oleh Khusnul Khotimah, Perempuan, lahir di Tegal 
23 Agustus 1965 usia 54 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa 
Wangandawa Rt. 10 Rw. 003, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Pemohon 
dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 Juli 2019 dengan Register 
Nomor 55/Pdt.P/2019/PN. Slw telah mengajukan permohonan merubah nama 
Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Tarjono sebagaimana 
dengan Kutipan Akta Nikah No. 425/68/XIII/1987 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal padatanggal 21 
Desember 1987; 
2. Ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian 
nama yakni tertulis Khotimah, sedangkan dalam Surat Keterangan Perekaman 
Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta 
Kelahiran tertulis Khusnul Khotimah; 
3. Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta 
Nikah Pemohon dengan alasan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tidak 
sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 
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(KK), Akta Kelahiran. Adapun nama yang dimaksud Pemohon yaitu Khusnul 
Khotimah;  
4. Untuk perubahan nama Pemohon dari nama Khotimah menjadi nama Khusnul 
Khotimah menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Halaman 1 dari 8 
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw Perkawinan, terlebih dahulu harus 
mendapat ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. 
Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon 
dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :  
1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-
el) Nomor 3328/SKT/20190520/00015 atas nama Khusnul Khotimah yang 
dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tegal, tanggal 20 Mei 
2019. 
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-18072019-0071 atas nama 
Khusnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 18 Juli 2019. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328122302083286 atas nama Kepala 
Keluarga Tarjono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 28 Maret 2015. 
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/68/XII/1987 atas nama Tarjono 
(suami) dan Khotimah (istri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Talang, tanggal 21 Desember 1987. 
Di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi saksi yang telah 
memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Maturoh, Saksi Imas 
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Suhaeini. Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya Pemohon bernama 
Khusnul Khotimah, menikah dengan seseorang yang bernama Tarjono sesuai 
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987. Pemohon mengajukan 
permohonan ke Pengadilan Negeri Slawi untuk menambah nama Pemohon pada 
Kutipan Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987 yang semula nama Pemohon tertera 
Khotimah menjadi Khusnul Khotimah. Maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk 
membuat paspor guna kepentingan haji. 
Berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam 
permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan 
dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa 
Pemohon bernama Khusnul Khotimah menikah dengan seseorang yang bernama 
Tarjono sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987. Pemohon 
mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Slawi untuk menambah nama 
Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987 yang semula nama 
Pemohon tertera Khotimah menjadi Khusnul Khotimah. Pemohon yang tertera pada 
dokumen lainnya yaitu Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk 
elektronik (KTP-el), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Khusnul 
Khotimah. Maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membuat paspor guna 
kepentingan haji.  
Pemohon mengajukan permohonan agar dapat merubah nama Pemohon 
pada Kutipan Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987 yang semula tertulis 
KHOTIMAH menjadi KHUSNUL KHOTIMAH sebagaimana nama Pemohon 
yang tertera dalam dokumen Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon. Sekaligus memerintahkan Pemohon untuk 
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melaporkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal. 
Mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 
RBg/Pasal 133 HIR juncto Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg yakni kewenangan 
(kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif. Selain dari pada aturan hukum 
mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada 
di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya 
tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif. 
Setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a 
quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena 
yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan mengenai pembagian warisan 
menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal 
tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari 
Pengadilan Agama. 
Bentuk permohonan (gugatan voluntair) sendiri telah jelas diatur melalui 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 
April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, 
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Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada 
tanggal 5 Februari 2007. 
Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu 
permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat 
diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang 
adalah: 
1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik 
bergerak maupun tidak bergerak.  
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. 
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. 
Setelah diteliti secara cermat maka permohonan a quo tidak termasuk 
sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas 
selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasa 10 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka 
permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat 
diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan a quoadalah 
Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka 
Pengadilan akan memeriksa, mengadil dan membantu pencari keadilan sesuai asas 
peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan a 
quomemiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan 
suatu bentuk penetapan.  
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Berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-3 telah terbukti Pemohon tersebut diatas 
bertempat tinggal di Desa Wangandawa RT. 010 RW. 003 Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, 
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R., merupakan wewenang 
Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan diterima 
atau tidak diterimanya atas permohonan a quo.  
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai 
dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi 
Maturoh dan saksi Imas Suhaeini untuk mendukung dalil-dalil permohonannya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 
2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menyatakan bahwa “pencatatan 
perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan 
negeri pada wilayah yang bersangkutan ”.  
Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Perekaman 
Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) (vide Bukti P-1), Kutipan Akta 
Kelahiran (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3), yang ketiga bukti 
tersebut atas nama Pemohon Khusnul Khotimah dan dikuatkan dengan keterangan 
saksi Maturoh dan saksi Imas Suhaeini di persidangan yang menyatakan bahwa 
nama Pemohon adalah Khusnul Khotimah. 
Berdasarkan analisis terebut tersebut diatas maka dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama dalam Kutipan 
Akta Nikah Nomor: 425/68/XII/1987 yang semula tertulis Khotimah menjadi 
Khusnul Khotimah, dengan tujuan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertera 
pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) (vide 
 62 
Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga (vide bukti 
P-3) serta untuk keperluan Pemohon untuk mengurus paspor guna kepentingan haji, 
beralaskan hukum untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama 
Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 425/68/XII/1987 yang semula tertulis 
Khotimah menjadi Khusnul Khotimah dan memerintahkan kepada Pemohon untuk 
melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
Dengan demikian dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Slawi dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edsisi 
2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri 
Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Setelah Penulis melakukan pembahasan tentang permohonan perubahan 
biodata dalam Akta Nikah Penetapan Pengadilan Negeri Slawi, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perkara perubahan nama merupakan kompetensi atau kewengan absolute 
Pengadilan Negeri, bukan kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan 
Agama. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Perturan Menteri Agama Nomor 
19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam Pasal 34 ayat (1) 
yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. 
Ketentuan Peraturan Menteri Agama tersebut telah sejalan dengan Pasal 52 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 
yang menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan 
penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. 
2. Permohonan Pemohon untuk mengubah nama dalam Kutipan Akta Nikah 
Nomor: 425/68/XII/1987 yang semula tertulis Khotimah menjadi Khusnul 
Khotimah untuk keperluan Pemohon untuk mengurus paspor guna kepentingan 
haji, sudah beralaskan hukum sehingga sudah benar majelis hakim memberikan 
ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah 
Nomor 425/68/XII/1987 yang semula tertulis Khotimah menjadi Khusnul 
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Khotimah dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan 
Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal. Adapun dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Slawi dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah Nomor 
55/Pdt.P/2019/PN.Slw, yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang 
Peradilan Umum, Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edsisi 2007 Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 
19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 
B. Saran 
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis 
hendak menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya dilalui sesuai 
dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Pemerintah. Dengan konsisten terhadap prosedur yang telah 
ditentukan, diharapkan tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang 
mengalami tumpang tindih pengaturan untuk materi yang sama. 
2. Berawal dari anggapan masyarakat bahwa semua perkara yang ditimbulkan oleh 
perkawinan termasuk perubahan data akta nikah berarti berhubungan dengan 
Pengadilan Agama, walaupun secara substansi perubahan data bukan masalah 
perkawinan yang berhubungan dengan hukum agama, tetapi karena masyarakat 
untuk masalaha yang berhubungan dengan masalah perkawinan sudah lebih 
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familiar dengan dengan Pengadilan Agama dari pada pengadilan yang lain, 
maka disarankan agar dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan status 
Keputusan Menteri Agama (PMA) nomor 11 Tahun 2007 menjadi Undang-
Undang, alternatif lain adalah dengan menambah kewenangan Pengadilan 
Agama dibidang perkawinan tentang perubahan data. 
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